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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS,
TATA KERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKSANAAN
TUGAS PEGAWAI SEKRETARIAT DI DINASKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

VIVI ARISKA
NPM: 1403100081

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungs, Uraian Tugas, Tata
Kerja dalam rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai Sekretariat di Dinas
Komunikass dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Namun dalam
pelaksanaannya kebijakan ini belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh
Gubernur Sumatera Utara, yaitu seperti dalam pelaksanaan tugas pokok Sekretariat
Dinas yang dijabarkan dalam fungsi serta uraian tugas Sekretaris yang selanjutnya
harus dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Sub Bagian dilingkungan
Sekretariat yang secara hirarki kurang sesuai dengan struktur birokrasi yang ada di
dilingkungan Sekretariat Dinas Komunikas dan Informatika Provinsi Sumatera
Utara, karena luasnya beban kerja pada tugas, fungsi dan uraian tugas yang harus
dilaksanakan oleh para pejabat/pegawai di Sekretariat tersebut.

Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian melalui pendekatan
deskriptif dengan analisis data kudlitatif, dengan kategorisasinya adalah adanya
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai ddam implementasi kebijakan; adanya
Standard Operasional Procedure dan melaksanakan uraian tugas (Job Description);
adanya komunikasi dan interaksi antara pegawai dan pimpinan satuan kerja yang
melakasanakan tugas, adanya disposis atau sikap dari para pelaksanaan kebijakan
(pegawai; dan adanya struktur birokrasi yang baik dalam suatu proses pelaksanaan
tugas dan fungsi.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam usaha pencapaian
tujuan implementas kebijakan yang hendak dicgpai sangat ditentukan oleh adanya
proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya sasaran yang sudah
berjalan dengan baik dan pel aksanaan tugas pegawai sudah sesuai dengan SOP, serta
adanya proses komunikasi yang baik syang didukung dengan struktur birokrasi yang
memadai.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi adalah suatu bentuk aktivitas sekelompok manusia yang
bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam
Organisasi kerja atau organisasi pemerintahan biasanya sekelompok manusia
tersebut terdiri dari para pegawai yang bekerjasama melaksanakan tugas sesuai
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas (job descriptions) yang telah ditetapkan.

Pada organisasi pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang
pelaksanaan tugas dan fungsi serta uraian tugas para pegawai dilingkungan Dinas
Komunikas dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Dinas Kominfo SU) telah
diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikas dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaannya, tujuan kebijakan Peraturan Gubernur dimaksud
adalah mengupayakan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan-satuan
kerja dilingkungan Dinas Kominfo SU yang antara lain tugas, fungsi, dan uraian
tugas satuan kerja Sekretariat Dinas Kominfo SU.

Tugas Sekretariat Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 adalah membantu Kepaa Dinas di bidang
Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Akuntabilitas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekratariat Dinas mempunyai fungs antara



lain menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, adminis-
tras keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, dan menyelenggara kan
koordinas penyusunan perencanaan program, anggaran, perundang-undangan,
serta koordinasi program kegiatan dinas. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang
Sekretari Dinas yang menpunyai uraian tugas antara lain menyelenggarakan; 1)
pengkoordinasian program kerja sekretariat, bidang-bidang dan pembinaan Unit
Pelaksana Teknis, 2) pengkajian perencanaan program kesekretariatan dan
koordinas perencanaan dan program dinas, 3) pengelolaan dan pembinaan
adminstras keuangan, administras kepegawaian, dan pembinaan sumber daya
manusia; 4) pengkoordinasi penyusunan Renstra, RKP, laporan Kinerja Dinas; 5)
mengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah
tangga dan perlengkapan kantor, dan pengkoordinasian pelaporan, evauasi,
monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkup dinas; dan 6) menyelenggara-
kan penyusunan bahan rancangan pengdokumentasian peraturan perundang-
undangan, pengelolaaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut di atas,
Sekretaris Dinas dibantu oleh Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program dan
Akuntabilitas, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pejabat Struktural.
Adapun Uraian Tugas masing jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat
adalah; 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
antara lain; a) melaksanakan penyigpan bahan penyusunan rencana program
kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, penyusunan dan

pengolahan data kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai, urusan mutasi,



kenaikan pangkat, pemberhentian/pensiun pegawai, da pemberian penghargaan
dan tanda jasa pegawai, serta diklat pegawai; b) melaksanakan urusan tata usaha
pepegawaian, disiplin pegawai, menganaliss jabatan dan beban kerja, serta
evaluasi kinerja pegawai; c) melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan
pegawai dan pengembangan karier pegawai, pembinaan pada jabatan Fungsional
dilingkungan dinas;, d) melaksanaan pembinaan kepegawaian dan pembinaan
kearsipan pada UPT, penyiapan dan pendistribusian bahan-bahan berupa buku
dan produk hukum; €) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan
kebershan di lingkungan dinas, f) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan
dilingkungan Dinas, kendaraan serta ketertiban, keindahan, dan keamanan serta
pelayanan dinas; @) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasi
dan ketatalaksanaan dinas, serta evaluas kelembagaan dan ketatalaksanaan; h)
melaksanakan penyusunan lgporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian; i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas antara lain sebagai
berikut; a melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan RKA,
menatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan UPT,
serta penyiapan bahan penatausahaan dan laporan inventarisasi barang dan mutasi
barang; b) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan
dan anggaran Sub Bagian keuangan, mel aksanakan urusan akuntasi dan verifikasi
keuangan, dan urusan gaji pegawai serta tunjangan pegawai; c) melaksanakan

penyigpan bahan administras pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan



melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan
peralatan dan perlengkapan dinas, serta penyusunan laporan dan akuntansi
aset/barang, penyusunan laporan keuangan/realisasi anggaran, penyusunan
laporan sistem akuntasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan; d)
melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan dan penyusunan bahan telaahan
staff dan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian
Keuangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 3) Kepala Sub
Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas
antara lain sebagai berikut; a) melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan
pelaksanaan Sub Bagian Program dan Akuntabilitas; b) melaksanakan
penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Sub Bagian
Program dan Akuntabilitas, dan c) melaksanakan pembinaan dan penyusunan
perencanaan; dan d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
dinas.

Demikian luasnya kewenangan dan tanggung jawab administratif
Sekretariat Dinas yang telah dijabarkan dalam Tugas, Fungs dan Uraian Tugas
yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pegawai atau pejabat dilingkungan
Sekretariat Dinas Kominfo SU sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan
Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata
kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang menuntut
kerjakeras bagi para pelaksananya

Dalam Implementasinya, kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun

2017 pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh pejabat/pegawai dilingkungan



Sekretariat Dinas, namun belum sepenuhnya optima dapat dilaksanakan,
sehingga tujuan dan harapan kebijakan Pergub tersebut belum sepenuhnya sesuai
dengan yang diharapkan pemerintah mengingat luas dan banyaknya beban kerja
yang harus dilaksanakan oleh para pegawai dilingkungan Sekretariat. Pelaksanaan
tugas dan fungs serta uraian tugas yang dilakukan oleh para pegawai memang
seyogianya sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang tugas dan fungsi serta
uraian tugas yang telah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Gubernur tersebut
dan harus dilaksanakan oleh segenap pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat
dinas Namun dalam kenyataannya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan
olen para pegawai Sekretariat di Dinas Kominfo belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan secara optimal, mengingat luasnya beban tugas yang harus
dilaksanakan oleh masing-masing pegawai/pejabat sekretariat dinas.

Dari fenomena yang dapat peneliti amati sebagaimana diuraikan di atas
maka dalam pelaksanaan tugas pegawai/pejabat dilingkungan Sekretariat Dinas
Komunikas dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam kaitannya dengan
tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing pegawai sekretariat adalah;

Pertama; bahwa tugas pokok Sekretariat Dinas yang dijabarkan dalam fungsi
serta uraian tugas Sekretaris yang selanjutnya harus dilaksanakan oleh masing-
masing Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat yang secara hirarki kurang
sesuai dengan struktur birokrasi yang ada di dilingkungan Sekretariat Dinas
Komunikas dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, yaitu luasnya beban kerja
pada tugas, fungs dan uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh para

pejabat/pegawai yang secara fungsional kelembagaan hanya terdiri dari 3 (tiga)



Sub Bagian, padahal kegiatan disekretariat dalam implemetasinya terdiri dari 6
(enam) aspek kegiatan yang mdiputi aspek kegiatan administrasi Umum dan
Rumah Tangga dinas, administrasi Kepegawaian, administrasi Keuangan,
administras Perlengkapan,  adminis trasi sissem Pelaporan dan sistem
Akuntabilitas, administrasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi ( Humasy),
serta Dokumentasi.
Kedua; Uraian/rincian tugas Pimpinan pada masing-masing Sub Bagian tidak ada
butir/point rincian tugas tentang pemberian petunjuk kerja kepada bawahan
sehingga dalam pelaksanaan uraian tugas pimpinan kurang didukung dengan
komunikasi dalam memberi arahan kerja
Ketiga; Masing-masing pegawai di lingkungan Sekretariat dinas, telah memiliki
Uraian Tugas sesua dengan kebijakan yang telah ditetapkan yang merupakan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan, namun dalam melaksanakannya masih
menunjukkan sikap merasa dirinya dibebani oleh pekerjaan yang begitu banyak,
sehingga dalam pelaksanaan tugas kurang disiplin dan dan kurang memiliki
motivasi kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini difokuskan
pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 32
Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas dalam
hubungannya dengan pelaksanaan tugas pegawai sekretariat di Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Sehubungan dengan hal tersebut maka
penulis dalam melakukan penelitian ini memilih judul penditian vyaitu,

Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang



Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja dalam rangka Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas Pegawai Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Utara
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraiankan di atas,
maka rumusan masalah dalam pendlitian ini, adalah bagaimana Implementasi
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja dalam rangka M eningkatkan Pelaksanaan
Tugas Pegawai Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Utara

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penditian
Merta (2004: 11), berpendapat bahwa tujuan penelitian menunjukkan

hal-hal yang ingin dicapai, sesuai dengan pokok permasalahan. Tujuan
penelitian biasanya diawali dengan kata-kata seperti: untuk mengetahui,
menghitung, menganaliss, membedakan, dan lain-lain.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungs,
Uraian Tugas, Tata Kerja dalam rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Pegawai Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Pendlitian



Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi
pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis
yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi
masalah yang ada.

C. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

ilmu administrasi.

D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab
diuraikan sebagai berikut :
Bab | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistimatika Penulisan
Bab Il : URAIAN TEORITIS
Konsep Kebijakan terdiri dari sub bab : Pengertian Kebijakan Publik,
Implementasi, Implementasi Kebijakan, Model-model Implementasi
Kebijakan, Konsepsi Pelaksanaan Tugas, Gambaran Umum Tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja dalam Rangka M eningkatkan
Fungsi Tugas Pegawai

Bab Ill : METODE PENELITIAN.



Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Jenis Penelitian, Definisi
Konsep, Kerangka Konsep, Teknik Pengumpulan Data, Teknik
Analisis Data, Narasumber, Lokasi dan Waktu Penelitian, dan
Deskrips Lokasi Penelitian.

Bab 1V : ANALISISHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Analisis Data
Wawancara, dan Pembahasan Hasil Wawancara.

BabV : PENUTUP
Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan sasarn-saran dari
hasil penelitian di Dinas Komunikasi dan Imformatika Provinsi
Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

LANPIRAN
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1.
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BAB ||

URAIAN TEORITIS

Implementas K ebijakan Publik
Pengertian | mplementas

Usman (2009: 70) menyebutkan bahwa implementasi adalah bermuara
pada aktivitas, aks, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem,
implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan
untuk mencapa tujuan Kkegiatan. Setiawan (2004: 39) berpendapat,
implementas adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses
interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan
jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.

Menurut Syaukani (2004: 295) implementasi merupakan suatu
rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana
diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persapan
seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan
tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan
implementas termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya

keuangan dan tentu sga penetgpan siapa yang bertanggung jawab
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melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan
kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata
implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat
para ahli di atas maka dapat dismpulkan implementasi adalah suatu kegiatan
yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapa tujuan
kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi
dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum
merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan
harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu

pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.
Pengertian Kerbijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan
kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-
masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan
ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang
berbeda-beda. Sementara di sis yang lain, pendekatan dan model yang
digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana
kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16). Definisi
kebijakan publik yang dikemukakan oleh Syafiie (2006: 105) menyatakan

bahwa “ kebijakan publik ada ah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah
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mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu
(whatever government choose to do or not to do)”.

Harbani (2008: 37) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil
suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik
mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan
pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah sgja Sementara
Winarno (2007: 17) mengemukakan bahwa: Kebijakan sebagai suatu arah
tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-
peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan
mengatas dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu
sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan
kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai
pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah,
daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoaan
tertentu. Definis mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi
tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak
semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa
definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana
definisi yang dikemukakan olen Winarno (2007:18) vyaitu “kebijakan
merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatas suatu masalah atau suatu
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persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian
pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau
dimaksudkan oleh pemerintah.

Winarno (2007: 19), dengan mengkomparas berbagai definisi yang
dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik
mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik
dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu:

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-

tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap
bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
Kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan
perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam
kategori ini terbagi ddam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik
dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan
dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu
hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibatakibat yang bisa
diramal kan.

Lebih lanjut, Effendi (2006: 106) mengemukakan bahwa pengertian
kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang kebijakan
publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja
kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan
publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para

eksekutif, anggota legidatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang
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berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan
kinerja kebijakan.

Berdasarkan definis dan pendapat para ahli di atas, maka dapat
dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu
yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan
yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik
berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan
masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah
sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk

masyarakat.
Faktor Pendukung Implementas Kebijakan

Menurut Winarno, (2007:102) Implementas kebijakan bila dipandang
dalam pengertian yang luas, merupakan alat administras hukum dimana
berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama
untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang
diinginkan.

Menurut Wahab (2007: 46-65) Adapun syarat-syarat untuk dapat
mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Wahab,
yaitu: 1) Kondis eksternal yang dihadapi oleh badan atau instans pelaksana
tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-
hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya; 2) Untuk
pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup

memadai; 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
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4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu
hubungan kausalitas yang handal; 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung
dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya; 6) Hubungan saling
ketergantungan kecil; 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan
terhadap tujuan; 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang
tepat. Komunikass dan koordinasi yang sempurna 9) Pihak-pihak yang
memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan
yang sempurna.

Menurut Teori Implementas Winarno (2007: 107), faktor-faktor yang
mendukung implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi; Ada tiga hal
penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi,
konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung
implementas  kebijakan adalah transmisi. Seorang peabat  yang
mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah
dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor
kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa
petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para
pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga
yang mendukung implementasi kebijakan adaah konsistensi, yaitu jika
implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah
pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 2) Sumber-sumber; Sumber-sumber
penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang

memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas
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mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan
pelayanan publik. 3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah
laku. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-
konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para
pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini
berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan
sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. 4)Struktur
birokrasi; Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan
secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah
dan juga organisasi-organisasi swasta Menurut Teori Proses Implementasi
Kebijakan Winarno (2007: 110), faktor-faktor yang mendukung implementasi
kebijakan yaitu : 1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan; Dalam
implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan
dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementas tidak dapat
berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak
dipertimbangkan, 2) Sumber-sumber Kebijakan, Sumber-sumber yang
dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang
mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. 3) Komunikasi
antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat
berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para
pelaksana. 4) Karakteristik badan-badan pelaksana; Karakteristik badan-badan
pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang

baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 5)
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Kondis ekonomi, sosial dan politik; Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat
mempengaruhi  badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi
kebijakan. 6) Kecenderungan para pelaksana; Intensitas kecenderungan-
kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi
keberhasilan pencapaian kebijakan.

Implementasi  kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut
paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari
pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang
memperoleh apadari suatu kebijakan.

Mengenai hal ini Wahab (2007: 59) menegaskan bahwa implementasi
kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh
sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Wahab, (2007:
59) mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakan adaah sesuatu yang penting,
bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-
kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi
dalam arsip kalau tidak diimplemantasikan”.

Keberhasilan implementasi menurut Subarsono, (2011: 93) dipengaruhi
oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan
implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup:
sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi

kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana
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perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah
program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh
sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (2004: 22-23) mengemukakan model  Grindle
ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. lde dasarnya
adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi
kebijakan  dilakukan.  Keberhasilannya ditentukan oleh  dergat
implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-
hal berikut: a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; b) Jenis
manfaat yang akan dihasilkan; c¢) Dergjat perubahan yang diinginkan; d)
Kedudukan pembuat kebijakan; €) (Sigpa) pelaksana program; Sumber daya
yang dihasilkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah: &) Kekuasaan,
kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; b) Karakteristik lembaga dan
penguasa; ¢) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang
komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan
implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi
di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya
implementasi yang diperlukan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan

dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus
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dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.
Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat
mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan: 1) Respek
anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan
pemerintah; 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) Adanya
keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat
oleh para peabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan; 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena
kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; 5) Adanya sanksi-
sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu

kebijakan (Bambang Sunggono, 2004: 144).
Faktor Penghambat Implementas K ebijakan

Menurut Bambang Sunggono (2004: 135), implementasi kebijakan
mempunyai beberagpa faktor penghambat, yaitu: 1) IS kebijakan; yaitu
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,
maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan
penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama
sekali tidak ada Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern
dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan
diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan
yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan
implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-

kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya
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yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. 2) Informas,
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran
yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan
untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informas ini justru tidak ada,
misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 3) Dukungan; Pelaksanaan
suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya
tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut; 4) Pembagian
Potensi, Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu
kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para
pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan
diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah
apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan
dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasanpembatasan
yang kurang jelas (Sunggono,2004 : 149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang
kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat
dalam implementasinya. Menurut Sunggono (2004: 144-145), faktor-faktor
yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan
suatu kebijakan publik, yaitu: 1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif
terhadap hukum, dimana terdapat bebergpa peraturan perundang-undangan
atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu; 2)

Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana
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mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesua atau
bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan pemerintah; 3) Adanya
keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota
masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau
dengan jalan melawan hukum; 4) Adanya ketidakpastian hukum atau
ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu
sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau
kebijakan publik; 5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam
(bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau
kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan
mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata
lain, tindakan atau perbuatan manusia sebaga anggota masyarakat harus
sesual dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga
apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesua dengan keinginan

pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.
5. Upaya Mengatas Hambatan Implementas Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi
kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam
pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang
memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan
dapat terlaksana dengan baik, menurut Sunggono (2004: 158) vyaitu: 1)

Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan
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adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan
hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat; 2)
Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas
hukum (secara forma) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya
harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu
peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang
sebaiknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan
dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hokum; 3) Faslitas, yang
diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila
suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula
ditunjang oleh fasilitas-faslitas yang memada agar tidak menimbulkan
gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan daam pelaksanaannya; 4)
Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran
hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti

yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan
B. ProsesPelaksanaan Kebijakan

Darwin, (2003: 1) mengatakan bahwa proses pelaksanaan atau implementasi
kebijakan bukanlah proses mekanis yang mengindikasikan bahwa setiap aktor
(pelaksana) akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan
sesual skenario pembuat kebijakan, akan tetapi merupakan proses kegiatan yang
rumit, diwarnai perbenturan kepentingan antar aktor yang terlibat. Selama proses

pelaksanaan, beragam pelaksanaan atas tujuan, target dan strategi berkembang.
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Selain itu berbagai faktor dapat menimbulkan penundaan, penyalahgunaan
wewenang atau penyimpangan kebijakan.

Wahab, (2007: 5).menyatakan bahwa tugas pelaksanaan secara umum
adalah merealisasikan tujuan kebijakan publik sebagai suatu hasil dari aktivitas
pemerintah. Oleh karena itu implementasi atau pelaksanaan kebijakan dapat
dilihat sebagai sebuah prosesinteraksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan
yang dapat untuk mencapainya (Wildavsky, 2004: 21).

Oleh karenanya untuk memahami pelaksanaan kebijakan tidaklah cukup
menyoroti lembaga implementor sga, tetapi perlu juga memperhatikan secara
cermat berbaga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosa yang langsung
atau tidak langsung berpengaruh, yang pada akhirnya membawa dampak, baik

yang diharapkan maupun yang tidak dalam pencapaian tujuan kebijakan.
1. Pengertian Tugas Pokok

Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Menurut
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tugas adalah kewajiban yang harus
dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang
dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari
sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai
perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setigp anggota
organisas sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.

Setigp anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya
masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan

organisas dapat tercapai . Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif
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dan Efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga
dapat dijabarkan secara jelas Tugas pokok dan fungsi organisasi sangat
berkaitan erat dengan efektivitas kerja organisasi. Menurut Robbins (2005),
keefektifan didefinisikan sejauhmana sebuah organisasi dapat mewujudkan
tujuan-tujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, Gibson  (2006)
mengemukakan bahwa organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karena
itu efektivitas organisasi juga terma suk didalamnya efektivitas individu dan
kelompok. Dengan adanya sinergi antara efektivitas individu dan kelompok
maka organisasi akan memperoleh tingkat efektivitas yang lebih tinggi.

Arti tugas pokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017: 1215)
adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai,
sedangkan fungsi adalah pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan Menurut
Moekijat (2008:11) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu
komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen)
atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Menurut Himawan (2004:38) Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang
harus diker jakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk
berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok
sebagai satau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin
dilakukan oleh para pegawa dalam sebuah organisasi yang memberikan
gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi

demi mencapai tujuan tertentu.
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Berdasarkan definis tugas di atas, dapat kita smpulkan bahwa tugas
pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin
dilakukan oleh para pegawa dalam sebuah organisasi yang memberikan
gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi
demi mencapai tujuan tertentu.

Dalam peraturan Gubernur Sumatera Utara No 32 Tahun 2017, Dinas
Komunikas dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan Uriusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan

Informatika

2. Konsep Fungs Kerja

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2017: 121)
merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.
Menurut Zainal (2008:22) Fungs merupakan sekelompok aktivitas yang
tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun
pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki perseps yang sama dengan
definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22),
yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu
sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing
berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungs menurut Moekijat dalam Nining
Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungs adalah sebagai suatu aspek khusus

dari suatu tugas tertentu. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang



26

tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun

pertimbangan lainnya.
Uraian Pekerjaan (Job Dewscription)

Menurut Stone, (2005: 51) Job description (deskripsi pekerjaan) atau
deskripsi posisi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa
pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya,
bagaimana mereka melakukannya dan dalam kondis apa pekerjaan itu
dilakukan. Tidak adaformat standar yang digunakan untuk menulis deskripsi
pekerjaan; format, pada kenyataannya, tergantung pada preferens manajemen
dan bagaimana deskrips pekerjaan akan digunakan.

Sedangkan menurut Grensing dan Pophal, (2006:97) deskripsi pekerjaan
adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu.
Dokumen ini menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan
tersebut dan menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan
bagian lain dalam perusahaan.

Penyusunan job description ini sangat penting, terutama untuk menghin-
darkan terjadinya perbedaan pengertian sehingga dapat menghindari
pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan
wewenang masing-masing jabatan. Menurut Stone (2006: 100) Berikut ini
adalah manfaat adanya job description bagi organisasi, adalah: 1) Bagi
atasan, untuk dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawab bawahan
dalam melaksanakan pekerjaannya; 2) Pimpinan Organisasi, sebagai

pemimpin untuk dapat memimpin dan memberikan motivas agar setiap
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personil sebagai pemegang jabatan menghasilkan kinerja optimal; 3)
Pemegang jabatan, sebagai panduan dan pedoman kerja serta mengetahui apa
yang harus dilakukan dan diharapkan dari organisasi. Dengan adanya
panduan dan pedoman kerja, segala pikiran, usaha, dan energi dapat
difokuskan dalam pekerjaan; 4) Perekrut, dalam proses rekruitmen personil
bagian perekut dgpat mengetahui kandidat yang tepat dan paling cocok sesuai
kebutuhan jabatan; 5) Trainer, untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi
pemegang jabatan. Dengan kebutuhan yang spesifik secara langsung
berdampak terhadap peningkatan kinerja pemegang jabatan; 6) Assessor,
dalam kaitan pengukuran kinerja, assessor dapat melakukan analisis terhadap
pemegang jabatan dengan menggunakn tool seperti competency assessment
dan in-depth interview; 7) Perencana Karir (Succession Planner), untuk
menempatkan individu sesuai dengan peran, tanggungjawab dan kebutuhan
organisasi. 8) Perencanaan dan Pengembangan Organisasi (Organization
Development dan Planner), untuk membuat perencanaan pengembangan
organisasi yang membutuhkan pemahaman tentang jabatan dan jenis
peran/tanggungjawab yang diperlukan; 9) Job Evaluator, untuk membobot

jabatan dan membandingkan jabatan lain di dalam organisasi.
Pengertian TataKerja

Menurut Raditya (2014:42) Tata kerja adalah suatu cara yang ditempuh
untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien
dengan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil sesuai

dengan apa yang telah direncanakan mengenai sesuatu pekerjaan dengan
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mempertimbangkan tujuan, fasilitas, tenaga kerja, waktu dan lain-lain yang
tersedia. Sedangkan menurut Surya (2005:61) Tata kerja adalah suatu cara
dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan dengan mengingat segi-segi
tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang tersedia
seefisien mungkin, yaitu 1) Manfaat tata kerja, prosedur kerja dan sistem
kerja; @) Sebagai pola kerja yang dapat menjabarkan tujuan, sasaran, program
kerja, fungsi-fungs dan kebijaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan yang
nyata; b) Sebagai standardisas dan pengendalian kerja setepat-tepatnya; c)
Sebaga pedoman kerja bagi para pelaksana atau semua pihak yang
berkepentingan. 2) Asas-asas penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan
sistem kerja; @ Menyatakan secara tertulis dan tersusun secara sistemétis,
serta tertuang dalam bentuk manual atau pedoman pelaksanaanya; b)
Mengkomunikasikan atau menginformasikan secara sistematis kepada semua
petugas yang bersangkutan; c¢) Menyelaraskan dengan kebijaksanaan
pimpinan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat
yang lebih tinggi; d) Meninjau dan mengevaluas kembali secara periodic.
Apabila perlu direvisi harus disesuaikan dengan keadaan; €) Memberikan
dorongan kepada pelaksanaan kegiatan secara efisen dan memberikan
jaminan dengan tujuan untuk menjaga sumber-sumber yang berada di bawah
pengendalian organisasi. 3) Pengaturan pokok dibidang tata kerja, prosedur
kerja, dan sistem kerja daam organisasi; a) Setigp pimpinan mewajibkan
bawahannya untuk dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisas baik di dalam lingkungan instansi masing-masing maupun
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dengan instans atau kantor lain; b) Setigp pimpinan satuan organisasi
mewajibkan bawahannya untuk dapat mengikuti petunjuk dan bertanggung
jawab kepada masing-masing atasan dengan menyampaikan laporan berkaa
tepat pada waktunya; ¢) Setiap pimpinan organisas mewajibkan bawahannya
untuk dapat mengolah dan memanfaatkan laporan yang dapat digunakan
sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan, menyusun laporan lebih
lanjut dan memberikan segala petunjuk; d) Setiap satuan organisasi
diwajibkan untuk memberikan suatu tembusan kepada satuan organisas lain
secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja dalam penyampaian suatu
laporan.

Pemahaman pelaksanaan tersebut menggambarkan bahwa
efektivitas kebijakan atau program dipengaruhi oleh proses kebijakan, isi
kebijakan dan kondis lingkungan yang mempengaruhi kebijakan. Proses

kebijakan seyogyanya melibatkan stakeholders sebagai muaranya program.
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BAB |1

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penditian

Jenis penelitian digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam
penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut
sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses
analisis data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 220), penelitian
deskriptif adaah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,
kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasiinya dipaparkan dalam
bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis
data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Moleong (2012:05) menyebutkan penelitian kualitatif memafaatkan
wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan,
dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu secara kualistik
menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai
realita sosal yang kompleks dalam melihat Implementasi Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan
Tata Kerja dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai

di Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
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Menurut Singarimbun, (2005: 37) Konsep adalah istilah dan defenisi yang

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, kelompok,

atau individu yang menjadi perhatian ilmu socidl.

Konsep merupakan abstrak yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal

khusus oleh karena konsep merupakan abstrak, maka konsep tidak dapat langsung

diamati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. Variabel adalah dimana

symbol atau garis yang menunjukkan nilai atau bilangan konsepnya.

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR
32 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Peraturan Gubernur Sumeatera
Utara Nomor 32 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan, Tata Kerja Dinas
Kominfo SU

A

Feed |back

Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas,

Fungs, Uraian, Tata Kerja Dinas

Komunikass dan Informatika Provins

Sumatera Utara

dengan pokok kagjian:

a Adanya tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai dalam implementasi kebijakan

b. Adanya Standard Operasiona Procedure
dan melaksanakan uraian tugas (Job
Description)

c. Adanya komunikasi dan interaks antara
pegawai dan pimpinan satuan kerja yang
melakasanakan fungsi

d. Adanya disposis atau skap dari
pelaksanaan kebijakan (pegawai)

e. Adanya struktur birokrasii yang baik
ddam suatu proses pelaksanaan
kebijakan tugas dan fungs dan uraian
tugas

Komunikas

Meningkatnya Pelaksaan Tugas dan
Pegawai  Sekretariat di  Dinas |,

Provins Sumatera Utara

Informatika |
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C. Definis Konsep

Singarimbun (2005:33), konsep merupakan istilah dan defenisi yang

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan,

kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Melalui konsep

kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan

menggunakan satu istilah untuk bebergpa kejadian (events) yang berkaitan satu

dengan yang lainnya.

Defenisi konsep dari penelitian ini adalah :

1.

Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh
pemerintah ataupun pejabat pemerintah dimana setiap kebijakan yang dibuat
pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna
untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan
masyarakat.

Implementasi  kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam
keseluruhan struktur kebijakan. Adapun model implementas yang dipakai
pada penelitian ini terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja
implementasi yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan
antar organisas, karakteristik agen pelaksana, kondis sosial, politik, dan
disposisi implementor

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu
jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga

menjadi suatu kegiatan yang lengkap
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4. Fungs adaah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama
lain
untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing
berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

5. Uraian pekerjaan adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari
pekerjaan tertentu

6. Tata kerja adalah suatu cara dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan
dengan mengingat segi-segi tujuan, peraatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu,

ruang dan biaya yang tersedia seefisien mungkin.

D. Kategorisas

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam
penelitian ini antaralain yaitu :

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi
kebijakan
2. Adanya Standard Operasiona Procedure dan melaksanakan uraian tugas (Job

Description)

3. Adanya komunikas dan interaksi antara pegawai dan pimpinan satuan kerja
yang melakasanakan tugas

4. Adanyadisposisi atau sikap dari para pelaksanaan kebijakan (pegawai)

5. Adanya struktur birokrasi yang baik dalam suatu proses pelaksanaan tugas

dan fungsi.



E. Nara Sumber

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populas ataupun

sampel seperti dalam penelitian kuantitaif. Dalam penelitian kualitatif, populasi

diartikan sebagai wilayah generalisas yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan

kemudian ditarik kesimpulannya.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1.

Bapak M.H. Ayub, SE; sebagai Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sumatera
Utara,

Ibu Lily Maulina Lubis, SS; sebagai Kepaa Subbag Umum dan Kepegawiaan
Dinas Kominfo Provins Sumatera Utara,

Ibu Armaya Sauti Naution, SE; sebagai Kasubbag Keuangan pada Sekretariat
Dinas Kominfo Provins Sumatera Utara,

Ibu Maiderhana Nasution, SP; sebagai Kasubbag Pelgporan dan
Akuntabilitas,

Ibu Seprida Hanun, yaitu pegawai/Staf pada Sekretariat Dinas Kominfo
Provinsi Sumatera Utara.

Bapak Andry Juliandi, ST; yaitu pegawai/Staf pada Sekretariat Dinas
Kominfo Provinsi Sumatera Utara.

Bapak David Winardo, A.Md; yaitu pegawai/Staf pada Sekretariat Dinas

Kominfo Provinsi Sumatera Utara
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F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting daam satu
penelitian agar diproses hasil yang sesuai dengan kegunaan (harapan) melakukan
kesalahan dalam mengumpulkan data yang diperoleh atau yang didapat dari
responden. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data atau informasi dan fakta-
fakta yang diperlukan dalam penditian, digunakan dalam penulisan skrips ini
adalah:

1. DataPrimer
Data primer adaah data yang berdasarkan pada pemilihan langsung terhadap
objek yang diteliti. Data primer adaah data yang diperoleh dari sumber
penelitian dalam hal ini data primer adadah hasil wawancara dari para key
informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kesimpulan dari definisi
data primer didapat dari narasumber yang kita jadikan objek penelitian. Untuk
memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara, yaitu
mendapatkan data dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan
informan/narasumber dan menggunakan pedoman wawancara (Guide
interview).

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis,
buku atau referensi serta naskah lainnya yang berkenaan dengan masalah yang

ditditi dan digunakan sebagai pendukung analisis data
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G. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif menurut Moloeng (2012:248) adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelgari, dan
memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Penggunaan metode
tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menjelaskan
tentang Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja dalam Rangka M eningkatkan
PelaksanaanTugas Pegawai Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu
data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterprestasikan
sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari

hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisa kualitatif.

H. Lokas Pendlitian dan Waktu Penditian
Penelitian ini memilih lokas pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara Jalan HM Said No 27 Medan. Pendlitian ini dilaksanakan

sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus 2018.
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I. Deskrips Lokas Penditian

1. Gambaran Umum Dinas Kominfo Provins Sumatera Utara

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017,
Dinas Komunikas dan Informatika berada pada Bagian (Kedelapan Belas) Pasal
37 di antara Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provins Sumatera Utara.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah unsur
Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalan melaksanakan tugas pemerintahan Dinas Komunikas dan
Informatika Provinsi Sumatera Utara memiliki Vis dan Misi sebagai berikut:

a. Vis
Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera
melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah

lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesa

b. Mis
1) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik
komunikasi lancar dan informas benar menuju terbentuknya Indonesia
informatif.
2) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang

profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
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3) Mendorong peningkatan tayangan dan informas edukatif untuk
mendukung pembangunan karakter bangsa.

4) Mengembangkan sistem komunikas dan informatika yang berbasis
kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.

5) Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam

Sistem pasar global.

2. Tugas Pokok dan Fungs Dinas Kominfo Provins Sumatera Utara

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintaharn/kewenangan Provinsi, dibidang
kebijakan teknis aplikasi telematika pendapat umum, hubungan kelembagaan
sarana komunikasi, desiminasi, pos, telekomunikasi, data informas dan bina
media massa serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Dinas
Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi telematika, pendapatan
umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desminasi, informas,
pos, telekomunikasi, data informas dan pembinaan media massa.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
aplikas telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana
komunikasi, desiminasi, informad, pos, telekomunikasi, data informasi,

dan pembinaan media massa.
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c. Peaksanaan pemberian perizinan di bidang komunikasi, informasi, dan
telematika.

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informas dan
telematika.

e. Peaksanaan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informas dan
telematika.

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

g. Peaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas

dan fungsinya

. Program Kerja dan Kegiatan Pokok Dinas Kominfo Provins Sumatera
Utara
Program Kerja

Untuk percepatan pencapaian Tujuan dan Sasaran, maka Program Kerja
yang dilaksanakan Dinas Komunikas dan Informatika di Provins Sumatera
Utara adalah sebagai berikut:
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin).
b. Program Peningkatan Sarana don Prasarana A paratur(Program Rutin).
c. Program Peningkatan Displin Aparatur(Program Rutin).
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin).
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja

Keuangan (Program Rutin).

f.  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Block Grand

Depkominfo RI - BIP).



g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
(Program Operasional).
h. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga
(Program Operasional).
i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Program
Operasional).
j.  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
b. Kegiatan Pokok
Berdasarkan Program Pembangunan untuk urusan Komunikasi dan
Informafika pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017
yang disesuaikan dengan RPIMD 2009-2013 dan, maka kegiatan pokok dari
masing-masing program pada Dinas Komunikas dan Informatika adalah
sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informas dan Media Massa
(Program Operasional), dengan kegiatan pokok :
a) Peningkatan dan pemantapan akses informasi.
b) Pemberdayaan komunikas sosial skala provinsi.
¢) Diseminas informas nasional dan provinsi.
d) Penyebaraninformas melalui penerbitan, publikasi dan pameran skala
provinsi.
2) Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga

(Program Operasional), dengan kegiatan pokok :
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a) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan institus komunikasi dan
informatika skala provinsi.
b) Pengembangan dokumentasi dan perpustakaan komunikasi dan
informatika skala provinsi.
¢) Pemberdayaan pendapat umum untuk komunikasi dan informatika skala
provinsi.
3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informas Publik (Program

Operasional), dengan kegiatan pokok :

a Pengembangan Pusat Informas Publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip
cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil.

b) Peningkatan pelayanan e-government, standarisasi dan aplikasi
telematika.

c) Pengembangan Teematika untuk mendorong pelaksanaan prinsip-
prinsip good governance bagi semua Unit Kerja yang terkait dengan
pelayanan publik dalam setiap proses pemberian pelayanan yang
mudah, efisien dan berkuadlitas.

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
(Program Operasional), dengan kegiatan pokok :
a) Pengembangan dan peningkatan pelayanan Pos Dan Telekomunikasi.
b) Pengembangan Anallsis Data Dan Informas Postel.

c) Pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan media massa postel.



42

4. Struktur Organisas Dinas Kominfo Provins Sumatera Utara

Stuktur Organisasi diperlukan untuk membedakan wewenang dan
tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya keterkaitan antar
bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Struktur organisasi
berfungs untuk menyelenggarakan tugas dengan tujuan yang diinginkan.
Dengan sruktur organisasi masing masing pegawai tahu akan tugas ,
wewenang , dan tanggung jawab sehingga para pegawai tersebut dengan
sendirinya mengerjakan tugas yang di bebankan kepada nya dengan baik dan
tanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan suatu wadah yang
mengatur seluruh aktivitas organisasi yang disusun dalam suatu stuktur
organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan
pelaksanaan dapat ditergpkan, sehingga efisiens dan efektifitas kerja dapat
diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan
perusahaan dapat dicapai.

Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan
perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan
serangakain kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal,
melalui saluran tunggal.

Struktur Organisass Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. KepalaDinas,

b. Sekretariat Dinas, yang terdiri atas,



1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Program dan akuntabilitas
c. Bidang Aplikasi Telematika, yang terdiri atas,
1) Seks Pusat Informasi Publik
2) Seks E-Govennance dan Aplikas
3) Seks Pemberdayaan Telematika
d. Bidang Pendapatan Umum dan Hubungan Kelembagaan, yang terdiri atas;
1) Seks BinaPendapatan Umum
2) Seks Dokumentasi dan Perpustakaan
3) Seks Hubungan Lembaga dan Kemitraan
e. Bidang Sarana Komunikasi Desiminasi dan Informasi, yang terdiri atas;
1) Seksi Komunikasi Sosial
2) Seksi Penerbitan Publikasi dan Pameran
3) Seksi Penyiaran
f. Bidang Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa, yang terdiri atas,
1) Seksi Pos dan Telekomunikasi
2) Seksi Analisa Data dan Informas
3) Seksi Bina Pemberdayaan Media M assa;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h.  Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Utara terlampir pada halaman berikut ini.
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5. Uraian Tugas (Job Description) Jabatan pada Dinas Kominfo Provins

Sumatera Utara

Menurut Purwanto (2010, 46). Job description adalah uraian pekerjaan

yang harus dilakukan oleh setiap pegawai dimana pekerjaan tersebut telah

ditetapkan oleh pimpinan sesuai kemampuan dan pengetahuannya.

Berikut uraian tugas dari jabatan pegawai setigp unit kerja dalam

struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera

Utara yatiu sebagai berikut :

a. KepaaDinas

Kepda Dinas merupakan pimpinan Dinas Komunikas dan

Informatika. Adapun Uraian Kepaa Dinas adalah :

1)

2)

3)

4)

Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisas, mengendalikan tugas dan
fungsi Dinas;

menyelenggarakan penetapan program Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, program Sub Bagian Keuangan, program kerja Sub
Bagian Akuntabilitas dan Informasi Publik dan rencana kegiatan dinas,
sesua dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan
daerah;

menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian
dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan
tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di  bidang

komunikasi dan informatika;
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5) menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
program Pengelolaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi
Publik, Teknologi Informas dan Komunikasi, Layanan e-Government;

6) menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi
mengenai komunikasi dan informas sebagai bahan penetapan
kebijakan umum pemerintah daerah;

7) menyelenggarakan telashan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

8) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga

terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

. Sekretaris

Sekretaris merupakan seseorang yang bertugas membantu pekerjaan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun Uraian tugas Sekretaris Dinas ada ah sebagai berikut;

1) menyelenggarakan  pengkoordinasian  rencana  program  kerja
Sekretariat, Bidang-Bidang dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis
Dinas;

2) menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan

program dinas,

3) menyelenggarakan pengkajian perencanaan program kesekretariatan;

4) menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;

5) menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;

6) menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
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7) menyelenggarakan pengeloaan administrasi kepegawaian;

8) menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia lingkungan dinas,

9) menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis
(Renstra), RKA/DPA, Laporan Kinerja (LK), LKPJdan LPPD Dinas,

10) menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatal aksanaan;

11) menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal;

12) menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan
dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan
kantor;

13) menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan, pengelolaan perustakaan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

14) menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;

15) menyelenggarakan  pengkoordinasian dan pembinaan  jabatan
fungsional;

16) menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring
atas kegiatan bidang-bidang di lingkup Dinas,

17) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan  pertimbangan
pengambilan kebijakan;

18) menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;

19) menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas,

20) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



47

Dalan melaksanakan tugasnya, Sekretari Dinas dibantu oleh 3 (tiga)

orang Kepala Sub Bagian. Yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum memiliki tugas merencanakan, mengurus dan
mengatur jadwal kegiatan pimpinan dan bertanggung jawab kepada
seluruh kegiatan yang menyangkut pekerjaan pimpinan.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki tugas mengadministrasi bagian
keuangan dengan baik dan benar, dan membuat laporan keuangan setiap
tahunnya agar tidak terjadi kesalahan di setiap laporannya.

Kepala Sub Bagian Program Dan Akuntabilitas

Kepala Sub Bagian Program memiliki tugas mencari dan mengumpulkan
informas  yang berkembang sekarang ini, mempersiagpkan dan
menyampaikan informasi yang di butuhkan oleh pimpinan dengan akurat
dan tepat.

KepalaBidang Aplikas Telematika

Kepala Bidang Aplikas Telematika adalah seseorang yang bertanggung
jawab terhadap perkembangan aplikasi-aplikasi masa kini dan mengem
bangkan aplikas-aplikasi yang terbaru dan mempersigpkan dengan baik
agar dapat di informasikan dan menjadi aplikasi yang berkuditas, dengan

Uraian tugas sebagai berikut:.
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1) Menyelenggarakan  koordinas  pelaksanaan  program  bidang

2)

3)

4)

5)

6)

7

infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan

informasi;

Menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan di bidang infra
struktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan
informasi;

Menyelenggarakan program kegiatan urusan di bidang infrastruktur,
pengol ahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
Menyelenggarakan kebijakan dan mengendalikan pengembangan
infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan
informasi;

Menyelenggarakan dan menyediakan fasilitasi pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta pemantauan evalus di bidang infrastruktur,
pengol ahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisas dan fasilitas bidang
infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan
keamanan informas; dan

M enyel enggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaa Dinas.

Kepaa Bidang Aplikasi Telematika dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala

Seksi yaitu sebagal berikut;

1) Kepaa Seksi Pusat Informasi Publik dengan uraian tugas sebagai

berikut;



b)

d)

f)

9)

h)
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Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan pedoman/
kebijakan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan
tata kelola e-Government;

Menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan di bidang
pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-
Government;

M enyelenggarakan perencanaan dan pel aksanaan program kegiatan
pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-
Government;

Menyelenggarakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan dalam pengembangan aplikasi,
ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
Menyelenggarakan  koordinasi, sinkronisas dan fasilitasi
pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-
Government;

Menyelenggarakan audit pengembangan aplikasi, ekosistem e-
Government dan tata kel ola e-Government;

Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam
pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-
Government; dan

Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.
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2) Kepaa Seksi E-Govenance dan Aplikas , dengan uraian tugas sebagai

3)

berikut;

a

b)

d)

f)

9)

h)

)
)

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan
norma standar prosedur dan kriteria tata kelola e-Government;
melaksanakan penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO);

melaksanakan kegiatan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu
implementasi e-Government kabupaterv/kota;

melaksanakan kegiatan integrasi pengelolaan e-Government
dengan pemerintah kabupater/kota;

melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan
sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi;
melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
implementasi e-Government;

melaksanakan kegiatan implementasi dan promos pemanfaatan
layanan e-Government;

melaksanakan monitoring, evaluas dan pelaporan tata kelola e-
Government;

memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepaa Seksi Pemberdayaan Telematika, dengan uraian tugas sebagai

berikut;



b)

d)

f)

9)

h)

)

51

melaksanakan penyigpan bahan pelaksanaan pengelolaan sandi
telekomunikasi dan keamanan informasi;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisas dan
fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait daam rangka
peningkatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
melaksanakan penatausahaan meliputi  urusan  pengiriman,
penerimaan dan penyampaian berita serta kearsipan sandi dan
telekomunikas daerah;

melaksanakan penyigpan bahan penyusunan pedoman dan
pelaksanaan dalam rangka peningkatan sandi telekomunikas dan
keamanan informasi;

melaksanakan penyiapan bahan analisa sistem keamanan daam
upaya penguatan sandi telekomunikas dan keamanan informasi
daerah;

melaksanakan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan
informasi daerah;

melaksanakan DRC (Disaster Recovery Center) dan BCP
(Business Continuity Plan);

melaksanakan monitoring, evaluas dan pelaporan sandi
telekomunikasi dan keamanan informasi;

melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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d. Kepaa Bidang Pendapatan Umum dan Hubungan Kelembagaan
Kepala Bidang Pendapatan Umum dan Hubungan Kelembagaan
merupakan bidang yang mengatur segala rencana yang terkait dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika.
Di ddam melaksanakan tugas Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga)
orang Kepala Seksi, yaitu :
1) Kepaa Seksi Bina Pendapatan Umum
2) KepaaSeksi Dokumentas dan Perpustakaan
3) Kepaa Seksi Hubungan Lembaga
e. KepaaBidang Sarana Komunikasi Desiminasi dan Informatika
Epala KBidang Sarana Komunikasi Desiminasi dan Informatika
merupakan bidang yang merencanakan dan menerima informas penting
dan menginformasikan kepada seluruh unit kerja yang bekerja di Dinas
Komunikas dan Informatika.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga)
orang Kepaa Seksi yaitu :
1) Kepaa Seksi Komunikas Sosal
2) Kepaa Seksi Penerbitan, Publikasi dan Pameran
3) KepaaSeksi Penyiaran
f. KepaaBidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa
Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa ini
sangat dibutuhkan kerja sama tim yang solit dan benar-benar peduli dan

bertanggung jawab terhadap perkembangan informasi yang akan di
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informasikan kepada masyarakat melalui surat pos, internet ,ataupun
media massa kini. Di dalammelaksanakan tugas Kepala Bidang dibantu
oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :
1) Kepaa Seksi Pos dan Telekomunikas
2) KepaaSeksi Analisis Data dan Informasi
3) Kepaa Seksi Bina Pemberdayaan M edia Massa
0. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas merupakan kumpulan orang-orang
yang bekerja sebagai teknisi di Dinas Komunikas dan Informatika. Dan
memiliki tanggung jawab terhadap seluruh alat-aat yang ada di daam
kantor Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok yang memiliki
fungsi satuan terhadap tugas-tugas yang terkait dengan segala aplikas,
informasi, telekomunikasi, dan lain-lainnya yang menyangkut kantor Dinas

Komunikas dan Informatika.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil
penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data
yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang
untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data
dalam penelitian ini adaah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam
penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 7orang dari pihak Dinas
Komunikas dan Informatika Propinsi Sumatera Utara

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder
juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan
tingkat karakteristik jawaban para narasumber.
1. Deskrips Data Narasumber

Distribus data narasumber berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat

pendidikan adaah sebagai berikut padatabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Deskrips Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin\

No Jenis Kelamin Frekuens Persentase

1 Laki-Laki 3 0.43%

2 Perempuan 4 0.57%
Jumlah 7 100%

Sumber: Data hasil penelitian tahun 2018
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Tabel 4.2

Deskrips Data Narasumber berdasarkan Umur

No Umur Frekuens Persentas
1 30-39 3 0.43%
2 40-49 3 0.43%
3 50-59 1 0.14%

Jumlah 7 100%

Sumber: Data hasil penelitian tahun 2018

Tabel 4.3
Deskripsi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase
1 S1 6 0.86%
2 D3 1 0.14%
3 SMA 0 -
Jumlah 7 100%

Sumber: Data hasil penelitian tahun 2018

B. Deskrips Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di
Dinas Kominfo Provins Sumatera Utara maka dapat dianalisis satu persatu

tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

1. AdanyaTujuan dan Sasaran yang Hendak Dicapai dalam Implementas
Kebijakan

Penentuan tujuan dan sasaran dapat menjadi tolak ukur dalam menilai
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keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan uraian tugas masing-masing jabatan
daam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pegawai Sekretariat di Dinas
Komunikas dan Informatika Provinsi Sumatera Utaradalam kurun waktu yang
ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak H. M. Ayub, SE,
selaku Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, pada hari Senintanggal
03 September2018 pada pukul 14.00 wib menyatakan bahwa tujuan dan sasaran
yang dicapai sudah berjalan dengan baik karena pelaksanaan tugas, fungsi, uraian
tugas, dan tata kerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pegawai
Sekretariat di Dinas Komunikas dan Informatika Provins Sumatera Utara
Sasaran tersebut berupa meningkatknya kedisiplinan pegawai  dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, serta tata kerja pada Dinas Kominfo
Provinsi Sumatera Utara.

Hasil wawancara dengan Saprida Hanum, BA, selaku Staf, Senin pada
tangga 03 September 2018 pada pukul 14.20 bahwa tujuan dan sasaran hendak
dicapai atas pelaksanaan tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan tugas pegawa Sekretariat di Dinas Komunikas dan
Informatika Provinsi Sumatera Utaraadalah untuk meningkatkan kecukupan
informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar
menuju terbentuknya Indonesia informatif, mewujudkan birokras layanan
komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang
tinggi, mendorong peningkatan tayangan dan informas edukatif untuk

mendukung pembangunan karakter bangsa, mengembangkan sistem komunikasi
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dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan
ramah lingkungan, memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan
informatika dalam sistem pasar global.

Hasil wawancara dengan IbuMaiderhana Nasution, SP selaku Kasubbag
Pelaporan dan Akuntabilitas Informasi Publik, pada hari senin tanggal 13
September 2018. Pada pukul 15.00 WIBmengenai sejauh mana Tugas, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja terlaksanabahwa Tugas pokok dan fungsi Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sangat penting artinya dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan daerah yang
secara eksplisit berisi tugas pokok dan fungs SKPD adalah Rencana Strategis
SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh SKPD memuat visi, misi,
tujuan, dtrategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD tersebut.Di satu sisi, keberadaan tugas dan fungsitersebut
bermanfaat sebagai panduan bagiSKPD. Namun di ssi lain, SKPD juga perlu
melakukan inovasi-inovas sehingga mampu mengikuti tuntutan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi SKPD sangatpenting artinya dalam penyusunan
perencanaanpembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaandaerah yang
secara eksplisit berisi  tugaspokok dan fungsi SKPD adalah Rencana
StrategisSKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang disusunolen SKPD memuat
visi, misi, tujuan, strategi,kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Wawancara dengan Bapak H. Ayub, SE, sdaku Sekretaris Dinas

Kominfo Provins Sumatera Utara pada hari senin tanggal 3 Sepetmber 2018 pada
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pukul 13.15 WIB mengenai bagaimana realisasi dari tujuan dan sasaran tugas,
fungsi, uraian tugas dan tata kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara, bahwa Tugas pokok dan fungsi SKPD sangatpenting artinya
daam penyusunan perencanaanpembangunan daerah. Saah satu dokumen
perencanaandaerah yang secara eksplisit berisi tugaspokok dan fungs SKPD
adalah Rencana StrategisSKPD.Rencana Strategis (Renstra) yang disusunoleh
SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunansesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut.Perkembangan
Provinsi SUmatyera Utara saat inimenuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)untuk lebih meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.

Peningkatan pelayanan tersebutmembutuhkan dukungan yang memadai, mulaidari
sarana dan prasarana, hingga dukungan kebijakanyang sesuai dengan kebutuhan
SKPD dalammenjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari.Sebagian dukungan

tersebutdiberikan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara

2. Adanya Standar Operasonal Prosedur (SOP) dan Pelaksanaan Uraian
Tugas (Job Description)
Laksmi (2008:52) mengatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah
dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang
paing efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP
biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan
prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir Setiap perusahaan

bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan untuk
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menjalankan tugas dan fungs setiap elemen atau unit perusahaan. Standar
Prosedur Operasional (SPO) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan,
merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan
pekerjaan dari awal sampai akhir.

Hasi| wawancara dengan Ibu Maiderhana Nasution, SP sebagai Kasubbag
Pelaporan dan Akuntabilitas Informas Publik pada hari Selasa pada tanggal 04
September 2018 pada pukul 13.10 wib mengenai pertanyaan tentang apakah
daam menjalankan tugas pegawai sudah melaksanakannya sesuai dengan SOP
yang ada di Dinas Komunikas dan Informatika Provins Sumatera Utara;beliau
menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas pegawa sudah sesuai dengan SOP.
Pembuatan SOP di dinas untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap
mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan. SOP
yang dibuat harus mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi
panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan,
serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan
pada Dinas Kominfo Provins Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Saprida Hanum, BA, selaku staf
di Dinas Kominfo Provsu pada hari Selasa 4 September 2018 pada pukul 14.00
WIB menganai pertanyaan tentang apakah ada pengawasan dalam menjalankan
tugas pegawai sudah melaksanakannya sesuai dengan SOP yang ada di Dinas
Komunikas dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, beliau menjel askan bahwa
pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informasi.

Sdanjutnya tentang penyelenggaraan teknis, pengelolaan administrasi, dan
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pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan
kebijakan yang berlaku, dan memperolen umpan balik bagi kebijaksanaan,
perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan, mencegah terjadinya
penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan kinerja, dan menilai kinerja
satuan kerja.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Ayub, SE selaku Sekretaris Dinas
Kominfo Provins Sumatera Utara pada hari senin tanggal 3 Sepetmber 2018 pada
pukul 14.00 WIB mengenai pertanyaan tentang sigpa Sgja yang mengawasi
Tupoks Kerja daam rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pegawai Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Utara,beliau menjawab bahwa Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan
dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing. Dalam hal Kepala Dinas
berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris
melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan
tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk peabat yang
telahmemenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris; Apabila Kepaa
Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala
Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas Kepaa Bidang; Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepaa
Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Unit
Pelaksana Teknis menghunjuk peabat yang telah memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha darn/atau Kepala Seksi; Atas
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dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, daam hal berhalangan
melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan
mendelegasikan tugasnya kepada peabat setingkat di bawahnya yang dapat
bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Adanya Komunikas dan Interaks antara Pegawai dan Pimpinan Satuan
Kerjayang M eakasanakan Tugas

Pentingnya komunikasi tidak hanya pada hubungan individu yang
satudengan individu yang lain saja, tetapi komunikasi sangat penting bagi
individu sebagai pimpinan dankaryawandaam suatu organisasi.Teknik
berkomunikasi yang tepat akan memudahkan tercapainya tujuan perusahaan
Keberhasilan perusahaan mencapai tujuan bukan saja karena masaah keuangan
yang memadai, sarana dan prasarana Ssematatetapi sangat tergantung pada
komunikasi yang digunakan dalam kepemimpinan perusahaan guna menghimpun
aktivitas hubungan diantara yang terlibat dalam perusahaan.

Hasil wawancara dengan lbu Lily Maulina Lubis, SS, selaku Kepaa
Subbag Umum dan Kepegawiaan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada
hari Rabu tanggal 5 September 2018 pada pukul 13.00 WIB mengenai pertanyaan
tentang bagaimana pola komunikasi intern yang terjadi di perusahaan, beliau
menjelaskan bahwa pola komunikasi yang terjadi di Dinas Kominfo Provsu
adalah Komunikasi dari atas ke bawah (alur pesan berasa dari pimpinan ditujukan
pada karyawan). Komunikasi dari bawah ke atas (alur pesan berasal dari
karyawan ditujukan pada pimpinan). Komunikasi horisontal (terjadi antara

bagian-bagian yang memiliki posisi sejaar/sedergjat). Tujuannya program dari
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“bagian/departemen” tertentu disetujui “Si pengambil keputusan’. Komunikasi
diagonal (melibatkan komunikasi antara dua tingkat organisasi yang berbeda).

Hasil wawancara dengan Bapak Andry Juliandi, ST selaku staf di Dinas
Komunikas dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mengenai pertanyaan
tentang bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai pelaksanaan komunikasi yang
terjadi di lingkungan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara, beliau menjelaskan bahwa penanganan terhadap pesan rutin
(biasanya di Mall Room / HRD). Untuk memaksimalkan manfaat dan
meminimkan biaya, manajer bisa melakukan:Mengurangi jumlah pesan masuk
atau pesan keluar, memberikan instruksi yang jelas kepada departemen terkait
tentang “kriteria pesan yang bisa dilanjutkan dan tidak bisa dilanjutkan,
menyerahkan tanggung jawab “penyeleksian” kepada seseorang yang dinilai
mampu, memberikan latihan kepada petugas tersebut. Penanganan Krisis
Komunikas. Kepala Dinas bisa melakukan:Membentuk tim darurat yang terdiri
dari kandidat-kandidat yang mampu bekerja di bawah tekanan waktu, dan lihai
dalam krisis. Mendorong pimpinan puncak segera mengambil tindakan saat krisis
terjadi. Menciptakan pusat informasi yang bisa dan mudah diakses karyawan dan
pimpinan (bisa menggunakan teknologi  seperti  komputer, internet,
telekomunikasi). Bersikap jujur dan terbuka kepada tim krisis dan pimpinan dan
membantu organisasi mengimplementasikan keputusan dalam bentuk nyata (jika
keputusan sudah ada).

Hasil wawancara dengan Bapak David Winardo Gultom,A.Md sebagai

staf pada bagian informas publik mengenai pertanyaan tentangapakah antara
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pimpinan dan pegawai sudah melaksanakan komunikasi intern dengan lancar,
beliau menjelaskan bahwa antara pinpinan dan bahwan telah terjalin komunikasi
dengab baik.Proses komunikasi yang terjadi adaah adanya alur pesan yang
mengalir duaarah. Respon yang diberikan oleh pegawai harus menjadi input yang
perlu ditanggapi.Tentu tidak berarti harus disetujui sepenuhnya. Oleh sebab itu
perlu adanya dialog yangrutin terjadi. Dialog untuk memberi pemahaman kepada

setiap jenjang dalam perusahaanmengenai kondisi perusahaan dan sebagainnya.

4. Adanya Disposs atau Sikap Dari Para Pelak sanaan K ebijakan (Pegawai)

Bag instans pemerintah, mis adalah sesuatuyang harus diemban atau
dilaksanakan olehinstans pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan,agar tujuan
organisasi dapat terlaksana danberhasil dengan baik. Sebagai operasionalisasivisi,
dengan pernyataan mis diharapkan seluruhpegawai dan pihak yang
berkepentingan dapatmengenal instansi pemerintah, dan mengetahuiperan dan
program-programnya serta hasil yangakan diperoleh di waktu-waktu yang akan
datang.

Strategi mencakup bagaimana sasarankinerja harus dipenuhi, bagaimana
suatu organisasiakan menitikberatkan perbaikan padapelanggan, bagaimana suatu
organisasi akanmemperbaiki kinerja pelayanan, dan banyakhal mengenai
bagaimana suatu organisasi akanmelaksanakan misinya. Strategi ini juga berarti
rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan
strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk
memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan

yang tepat oleh perusahaan.
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Hasi| wawancara dengan Ibu Armaya Sauti Nasution, SE, selaku Kasubbag
Keuangan pada Sekretariat Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, pada hari
kamis pada tanggal 6 September 2018 pada pukul 13.00 WIB mengenai
pertanyaan tentang bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja, beliau menjelaskan bahwa komitmen
pimpinan menjelaskan secaragamblang kepada seluruh staf  mengenai
outcomeorganisasi yang harus dicapai dengan jalanmemberikan pandangan ke
depan (visi), nilainilaiorganisasi, faktor-faktor keberhasilan, tujuandan sasaran,
strategi  operasional, sistem-sistem,prosedur-prosedur maupun  metodologi
yangdianut, dan lain sebagainya. Penyusunan visi,mis, strategi, dan lain-lain
tersebut merupakanbukti keterikatan pimpinan terhadap daerah atauSKPD yang
dipimpinnya. Bila staf merasa yakinbahwa pimpinan berkomitmen pada
kemajuan, niscaya mereka juga akan mengikuti.

Hasil wawancara dengan Ibu Maiderhana Nasution, SP, sebagai
Kasubbag Pelaporan dan Akuntabilitas Informasi Publik, pada hari kamis tanggal
6 September pada pukul 14.00 mengenai pertanyaan tentang bagaimana komitmen
pelaksana dalan mengimplementasikan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja.
Komitmen pelaksana dalam hal ini adalah menyelenggarakan pembinaan,
sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas, beliau menjelaskan bahwa
ddam menyelenggarakan penetapan progran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, program Sub Bagian Keuangan, program kerja Sub Bagian
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Akuntabilitas dan Informasi Publik dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan
arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;menyelenggarakan
penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan
umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;menyelenggarakan pengkajian dan
menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di bidang komunikas dan informatika;menyelenggarakan fasilitasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan program Pengelolaan Informasi Publik,
Pengelolaan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan
e-Government;menyelenggarakan  pemberian  saran  pertimbangan  dan
rekomendass mengenai komunikasi dan informas sebagai bahan penetapan
kebijakan umum pemerintah daerah;menyelenggarakan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;menyelenggarakan koordinasi dan
kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan dinas.

Hasil wawancara dengan apak H. M. Ayub, SE, sebagai sekretaris Dinas
Kominfo Provinsi Sumatera Utara, pada hari senin tanggal 3 Setpember 2018
pada pukul 15.30, mengenai pertanyaan tentangapakah terdapat hambatan yang
ditemukan dalam Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32
Tahun 2018 tentang Tugas, Fungs, Uraian Tugas dan Tata Kerja, beliau
menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah belum meratanya
penyediaan sarana dan prasarana pendukung bidang komunikasi dan informatika
pada wilayah Provinsi Sumatera Utara antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Hal ini dikarenakan minimnya anggaran dan keterbatasan dana bagi peningkatan
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sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Masih  kurang
tersosialisasikannya media online sebagai salah satu sumber/media beritayang
mudah dijangkau/diakses.Kurangnya pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan
media online sebagai salah satu bentuk penggalian informas yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat, pemanfaatannya mash sebatas sebagai sarana

hiburan.

5. Adanya Struktur Birokras Yang BaikDalam Suatu Proses Pelaksanaan
Tugas Dan Fungs

Struktur organisasi merupakan aat yang strategis bagi manajemen
Perusahaan, karena memisahkan fungsi dan wewenang yang jelas dan
perangkapan jabatan diatur sesual peraturan perundang-undangan untuk operasi
yang menghasilkan suatu hasil yang sama. Setelah memisahkan fungsi dan
wewenang yang jelas, perusahaan dapat menentukan orang-orang yang sesual
dengan tempat dan keahliannya agar mempermudah dalam merencanakan jenjang
jabatan dan persyaratannya, serta pencarian pejabat yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lily Maulina Lubis, SSsebagai
Kepala Subbag Umum dan Kepegawiaan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera
Utara, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 mengenai pertanyan tentang
bagaimana struktur organisas di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara, beliau menjawabbahwa bentuk struktur organisasi Dinas
Kominfo Provins Sumatera Utara adalah berbentuk garis dan staf.Struktur
organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikarenakan

organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam dan
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jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri,
melainkan memerlukan bantuan staf.Staf adal (satu) orang ahli dalam bidang
tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan daam
organisasi tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak David Winardo Gultom, A.Md selaku
Informas Publik pada tanggal 06 September 2018 pada pukul 14.00 Wib
mengenai pertanyaan tentang bagaimana dengan pembagian kewenangan dan
tanggungjawab antar bagian, beliau menjawab bahwa dengan adanya kejelasan
tanggung jawab yaitu setiap anggota dari organisas harus dapat bertanggung
jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu
organisasi tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau
kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau
implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan.ltulah
fungsi struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab.Adanya kejelasan
kedudukan yaitu anggota atau seseorang yang ada didalam struktur organisasi
sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan,
sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah di
percayakan kepada seseorang atau anggota. Adanya kejelasan mengenai jalur
hubungan yaitu dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap
pegawai didalam sebuah organisasi maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan
yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan
akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. Adanya

kejelasan uraian tugas yaitu kejelasan mengenai uraian tugas didalam struktur
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organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk dapat
melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan akan dapat
lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena
uraian yang jelas. ltulah salah satu fungs sebagai kejelasan uraian tugas.

Hasil wawancara dengan Andry Juliandi, ST , selaku staf di Kominfo
Provsu pada tanggal 6 September pada pukul 13.00 wib mengenai pertanyan
tentangapakah  pemerintah terkait memberikan pengawasan terhadap
perkembangan tugas pokok dan fungsi, beliau menjawab ‘ya, pengawasan
dilakukan dengan penyiapan bahan, perencanaan, perumusan kebijakan dan
pengelolaan kominfo, termasuk kerjasama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi, monitoring, sosialisasi, pembinaan, penertiban, pengawasan, evaluasi
dan pelaporannya;Penyiapan bahan, perencanaan, perumusan kebijakan dan
pengelolaan program, termasuk kerjasama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi, monitoring, sosialisasi, pembinaan, pengawasan, evaluas dan
pelaporannya;Penyiapan bahan, perencanaan, perumusan kebijakan dan
pengelolaan usaha jasa informatika, usaha jasa penyiaran serta usaha jasa pos dan
filateli, termasuk kerjasama, koordinasi, integrasi, snkronisasi, dan simplifikasi,
monitoring, sosialisasi, pembinaan, penertiban, pengawasan, evaluas dan
pelaporannya;Penyiapan bahan dan perumusan regulasi daeral/ standarisasi
tentang kominfo, program yang ada serta usaha jasa informatika, usaha jasa
penyiaran serta usaha jasa pos dan filateli kepada SKPD, Pemerintah Kabupaten/

K ota dan masyarakat.

C. Pembahasan
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1. Adanya Tujuan dan Sasaran yang Hendak Dicapai dalam Implementas
Kebijakan

Tujuan dan sasaran implementasi kebijakan peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungs, Uraian Tugas dan Tata Kerja
sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapaisudah berjalan dengan
baik karena pelaksanaan tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan tugas pegawa Sekretariat di Dinas Komunikas dan
Informatika Provins Sumatera Utara. Tujuan tersebut berupa meningkatknya
kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata
kerjapadainstansi.

Tujuan dan sasaran hendak dicapai atas pelaksanaan tugas, fungsi, uraian
tugas, dan tata kerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pegawai
Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utaraadalah
untuk meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik
komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif,
mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan
memiliki integritas moral yang tinggi, mendorong peningkatan tayangan dan
informas  edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa,
mengembangkan sissem komunikas dan informatika yang berbasis kemampuan
lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, memperjuangkan
kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sangat

penting artinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu
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dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit berisi tugas pokok dan fungsi
SKPD adaah Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun
oleh SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut.Di satu sisi,
keberadaan tugas dan fungsitersebut bermanfaat sebagai panduan bagiSKPD.
Namun di sisi lain, SKPD juga perlu melakukan inovasi-inovasi sehingga mampu
mengikuti tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyaraket.

Tugas pokok dan fungsi SKPD sangatpenting artinya dalam penyusunan
perencanaanpembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaandaerah yang
secara eksplisit berisi  tugaspokok dan fungsi SKPD adalah Rencana
StrategisSKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang disusunolen SKPD memuat
visi, misi, tujuan, strategi,kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Tugas pokok dan fungsi SKPD sangatpenting artinya dalam penyusunan
perencanaanpembangunan daerah.Salah satu dokumen perencanaandaerah yang
secara eksplisit berisi  tugaspokok dan fungsi SKPD adalah Rencana
StrategisSK PD.Rencana Strategis (Renstra) yang disusunoleh SKPD memuét visi,
misi, tujuan, drategi,kebijakan, program, dan kegiatan pembangunansesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut.Perkembangan Provinsi SUmatyera Utara
saat inimenuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)untuk lebih
meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.Peningkatan pelayanan
tersebutmembutuhkan dukungan yang memadai, mulaidari sarana dan prasarana,

hingga dukungan kebijakanyang sesua dengan kebutuhan SKPD
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daammenjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari.Sebagian dukungan

tersebutdiberikan oleh SekretariatDinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara

2. Adanya Standar Operasional Prosedur dan Pelaksanaan Uraian Tugas
(Job Description)

Pelaksanaan tugas pegawai sudah sesuai dengan SOP. Pembuatan SOP di
dinas untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas
pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan. SOP yang dibuat harus
mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan
baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan
koordinas yang baik antara bagian-bagian yang berlainan pada Dinas Kominfo
Provsu.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informas
apakah penyelenggaraan teknis, pengelolaan administrasi, dan pelaksanaan tugas
umum yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan kebijakan
yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan, mencegah terjadinya penyimpangan, mal
administras, dan ketidakefisienan kinerja, dan menilai kinerja satuan kerja

Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap
bawahannya masing-masing. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam
melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas
Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila
Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka

Kepala Dinas menghunjuk pegabat yang telahmemenuhi persyaratan untuk
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melaksanakan tugas Sekretaris; Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam
melaksanakan tugasnya karena sesuatu ha, Kepala Dinas menghunjuk pejabat
yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepaa Bidang;
Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi berhalangan dalam
melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepaa Unit Pelaksana Teknis
menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi; Atas dasar pertimbangan
dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-
masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat
setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Adanya Komunikas dan Interaks antara Pegawai dan Pimpinan Satuan
Kerjayang M eakasanakan Tugas

Pola komunikas yang terjadi Dinas Kominfo Provsu adalah Komunikasi
dari atas ke bawah (alur pesan berasal dari pimpinan ditujukan pada karyawan).
Komunikas dari bawah ke atas (alur pesan berasal dari karyawan ditujukan pada
pimpinan). Komunikasi horisontal (terjadi antara bagian-bagian yang memiliki
posisi sgjgjar/sedergat). Tujuannya program dari “bagian/departemen” tertentu
disetujui “Si  pengambil keputusan”. Komunikas diagonal (melibatkan
komunikasi antara dua tingkat organisasi yang berbeda).

Penanganan terhadap pesan rutin (biasanya di Mail Room / HRD). Untuk
memaksmalkan manfaat dan meminimkan biaya, manajer bisa

melakukan:Mengurangi jumlah pesan masuk atau pesan keluar, memberikan
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instruksi yang jelas kepada departemen terkait tentang “kriteria pesan yang bisa
dilanjutkan dan tidak bisa dilanjutkan, Menyerahkan tanggung jawab
“penyeleksian” kepada seseorang yang dinilai mampu, Memberikan latihan
kepada petugas tersebut. Penanganan Krisis Komunikasi. Kepaa Dinas bisa
melakukan:Membentuk tim darurat yang terdiri dari kandidat-kandidat yang
mampu bekerja di bawah tekanan waktu, dan lihai dalam krisis. Mendorong
pimpinan puncak segera mengambil tindakan saat krisis terjadi. Menciptakan
pusat informas yang bisa dan mudah diakses karyawan dan pimpinan (bisa
menggunakan teknologi seperti komputer, internet, telekomunikasi). Bersikap
jujur dan terbuka kepada tim krisis dan pimpinan dan membantu organisasi
mengimplementasi kan keputusan dalam bentuk nyata (jika keputusan sudah ada).
Antara pinpinan dan bahwan telah terjalin komunikasi dengan baik.Proses
komunikasi yang terjadi adalah adanya alur pesan yang mengalir duaarah. Respon
yang diberikan oleh pegawai harus menjadi input yang perlu ditanggapi.Tentu
tidak berarti harus disetujui sepenuhnya. Oleh sebab itu perlu adanya dialog
yangrutin terjadi. Dialog untuk memberi pemahaman kepada setiap jenjang dalam

perusahaanmengenai kondis perusahaan dan sebagainnya.

4. Adanya Disposs atau Sikap Dari Para Pelaksanaan K ebijakan (Pegawai)

Komitmen pimpinan menjelaskan secaragamblang kepada seluruh staf
mengenai outcomeorganisasi yang harus dicapai dengan jalanmemberikan
pandangan ke depan (visi), nilainilaiorganisasi, faktor-faktor keberhasilan,
tujuandan sasaran, strategi operasional, sistem-sistem,prosedur-prosedur maupun

metodologi yangdianut, dan lain sebagainya. Penyusunan visi,misi, strategi, dan
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lain-lain tersebut merupakanbukti keterikatan pimpinan terhadap daerah
atauSKPD vyang dipimpinnya. Bila staf merasa yakinbahwa pimpinan
berkomitmen pada kemajuan, niscaya mereka juga akan mengikulti.

Komitmen pelaksana dalam hal ini adalah menyelenggarakan pembinaan,
sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas,menyelenggarakan penetapan
program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, program Sub Bagian Keuangan,
program kerja Sub Bagian Akuntabilitas dan Informas Publik dan rencana
kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan
daerah;menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian
dukungan  dengan  kebijakan umum dan  kebijakan  Pemerintah
Daerah;menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan
tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan
informatika;menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
program Pengelolaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik,
Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan e-Government;menyelenggarakan
pemberian saran pertimbangan dan rekomendas mengena komunikasi dan
infformas  sebagai bahan penetgpan  kebijakan umum  pemerintah
daerah;menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga
terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

Permasalahan yang terjadi adaah belum meratanya penyediaan sarana
dan prasarana pendukung bidang komunikasi dan informatika p ada wilayah

Provinsi Sumatera Utara antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini
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dikarenakan minimnya anggaran dan keterbatasan dana bagi peningkatan sarana
dan prasarana komunikasi dan informatika. Masih kurang tersosialisasikannya
media online sebagai salah satu sumber/media beritayang mudah
dijangkau/diakses.Kurangnya pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan media
online sebaga salah satu bentuk penggalian informasi yang dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat, pemanfaatannya masih sebatas sebagai sarana hiburan.

5. Adanya Struktur Birokras Yang BaikDalam Suatu Proses Pelaksanaan
Tugas Dan Fungs

Struktur organisasi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah
berbentuk garis dan saf.Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi
gabungan yang dikarenakan organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas
yang beraneka ragam dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak
bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf.Staf adalorang ahli
dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan
dalam organisasi tersebut.

Adanya kejelasan tanggung jawab yaitu setigp anggota dari organisasi
harus dapat bertanggung jawab dan juga apa saa yang harus
dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat
bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah
memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan
tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan.ltulah fungs struktur organisasi
tentang kejelasan tanggung jawab.Adanya kejelasanan kedudukan yaitu anggota

atau seseorang yang ada didalam struktur organisasi sebenarnya dapat
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mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya
keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah di percayakan kepada
seseorang atau anggota. Adanya kejelasan mengenai jalur hubungan yaitu daam
melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setigp pegawai didalam sebuah
organisasi maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar daam
struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih
efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. Adanya kejelasan uraian tugas
yaitu kejelasan mengenai uraian tugas didalam struktur organisasi akan sangat
membantu pihak atasan atau pimpinan untuk dgpat melakukan pengawasan
maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi
dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Itulah
salah satu fungsi sebagai kejelasan uraian tugas.

Pengawasan dilakukan dengan penyiapan bahan, perencanaan, perumusan
kebijakan dan pengelolaan kominfo, termasuk kerjasama, koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan simplifikasi, monitoring, sosialisasi, pembinaan, penertiban,
pengawasan, evaluas dan pelaporannya;Penyigpan bahan, perencanaan,
perumusan kebijakan dan pengelolaan program, termasuk kerjasama, koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, monitoring, sosialisasi, pembinaan,
pengawasan, evaluas dan pelaporannya;Penyigpan bahan, perencanaan,
perumusan kebijakan dan pengelolaan usaha jasa informatika, usaha jasa
penyiaran serta usaha jasa pos dan filateli, termasuk kerjasama, koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, monitoring, sosialisasi, pembinaan,

penertiban, pengawasan, evaluas dan pelaporannya;Penyiapan bahan dan
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perumusan regulasi daerah/ standarisasi tentang kominfo, program yang ada serta
usaha jasa informatika, usaha jasa penyiaran serta usaha jasa pos dan filateli

kepada SKPD, Pemerintah Kabupatery Kota dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkanpenyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan

bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017

Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Dan Tata Kerja Dalam Rangka Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas Pegawai Sekretariat di Dinas Komunikasi Dan Informatika

Provinsi Sumatera Utaratelah terimpelementasi dengan baik.

1.

Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017
Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Dan Tata Kerja Dalam Rangka M eningkatkan
Pelaksanaan Tugas Pegawai Sekretariat di Dinas Komunikas dan Informatika
Proving Sumatera Utara, sudah terimplementasikan dengan bak hal ini
dibuktikan dengan sasaran yang dicapai sudah berjalan dengan baik karena
pelaksanaan tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan tugas pegawa Sekretariat di Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Sasaran tersebut berupa
meningkatknya kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi,
uraian tugas, dan tata kerja pada instansi.

Pelaksanaan tugas pegawa sudah sesuai dengan SOP. Pembuatan SOP di
dinas untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas
pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan. SOP yang dibuat harus
mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk

karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta
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mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan
pada Dinas Kominfo Provsu.

3. Antara pinpinan dan bahwan telah terjalin komunikasi dengab baik. Proses
komunikas yang terjadi adalah adanya alur pesan yang mengalir duaarah.
Respon yang diberikan oleh pegawai menjadi input yang perlu ditanggapi.

4. Bedum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bidang
komunikas dan informatika Pada wilayah Provinsi Sumatera Utara antara
wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran
dan keterbatasan dana bagi peningkatan sarana dan prasarana komunikas dan
informatika.

5. Struktur organisasi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adaah berbentuk
garis dan staf. Struktur organisas ini merupakan struktur organisasi gabungan
yang dikarenakan organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang
beraneka ragam dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak

bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka
penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Dan Tata
Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawa Sekretariat di
Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasikan dengan bak, akan

tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan tugas sesuai dengan
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Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017Tugas, Fungsi,
Uraian Dan Tata Kerja Dalam Rangka M eningkatkan Fungsi Tugas Pegawai
Sekretariat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Adanya kejelasan uraian tugas yaitu kejelasan mengenai uraian tugas didalam
struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk
dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan
akan dapat lebih berkonsentrasi daam melaksanakan suatu tugas atau
pekerjaan karena uraian yang jelas. Itulah salah satu fungsi sebagai kejelasan
uraian tugas.
Antara pinpinan dan bawahan hendaknya terus menjalin komunikas dengab
baik. Sehingga respon yang diberikan oleh pegawai menjadi input yang perlu

ditanggapi.
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